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: a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri t-ingkungan Hidup

cian Kehutanari 1,lornor p.gslMENLHK/SrTlEN/KUivi'U11,i2{)iu lentang

Tata Cara Penyusunan Penilaian dan Pengesahai..r Renean;: Pengelolaan

Hutan 
-Kesatuan 

pengelolaan Hutan Lirrdung (KPHL) dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan produksi (KPHP), Direktur KPHL atau Direktur KPHP

dalam jangka vuakiu pufing' tama :* (tiga puluh) hai'i kerja sejak

cliterimanyi npH:p elan reka-man elektronisnya, melakukan verriikasi dan

validasidata/informasisertadokumentasipendukr.:ngllPHjPyang
disusurn oieh nepaie KpHi atau Kepaia nPHP' dan eliketahui oien Kepaia

Dinas Kehutar:a:r Provinsi ;

b"bahwaberdasarkanPasalSPeraturanlvlentsriKehutananNomor
p.98lMENLHi"(,'S::- l'-l'ii KUli.li iu2c:*a, -l::ryr iiai irasll vc' '(i':ji c':n

vaiicasidata,'ir';iilasisef,.adokurnel:r'si1;erici';k.:ngRPi"{-ll(.)iiiat*u
RPHJP KPFiP sebagaimana dimaksirc cjalam Pasai 4 ayat (i)'

memperoleh nilai ,6b.r;l. 75 (tuiuh puiuh lima) atau iebih, maka

rnemenuhi ketentuan uIr'''K disahkan;

e" bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan vaiicJasi datalinformasi sefta

cjokuntentasi pendukung Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

(RpHlp) Unit iri i.tunukin Pada UPTI kpH Nunukan rvremperoleir nilai

75,5i ttu;un puluh lima koma lima pt.liuh ernpat) dan rnen'lenuhi

persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peratur-an Menteri

Lingkunganl-tidupdanKehutananNomr:rP,9BiMF-NLF{K/S::l-]ri!/Kul{'u
11i 201.8;

d. cahwa berda:,,,'i<;,,: pe*imbangan h, :ilf a :empai elengarr llL:ruf e,

kepada KPI1D .-.^:t IV Nunukai Pac., .j,-'iD KPi-j Nunui<;:i" i:i-ovinsi

Kalimanta: L,i.ai-a, :iapat diberik"-n penqesahan R-PiilP ;*r;cie tahi-rn

2AIg - zrzs denc;an ketetapan Keputusei lvlertei'i L'irr;rurrgan Hidup

rjan Kehutanan' 
Mengrngat : '("



uenginEat 1" Undang-Undang lrlomor 5 Tahun 199S tentang Kcnservasi Sumber Daya

Hutan AIam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-undang Nomar 24 Tahun tr992 tentang Penataan Ruang;

3" Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4" undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nonror 18 Tahun 2013 tentang Fencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan

Kehutanan;

8" Feraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun zaaT sebagaimana diubah

dengan Peraturan Femerintah Ncrnar 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencar:a Pelrgelalaan Hi:tan, serta Pernanfaatan

Hutan;

g" Keputusan Presiden Namor 1211P Tahun 2014 tentang Pembentukan

Ken:enterian dan Pengangkatan Menieri Kablnet Kerja Peri*de tahun

2C14-2*19;

10" peraturan presi{ien N*mor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas

dan Fungsi Kabinet Kerja;

11. Peraturan Presiden Nomcr 7 Tahur: }CI15 tentang Organisasi

Kementerian i\iegara;

1"2. peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian

Lingkungan HiduP dan Kehutanan;

1"3. peraturan Menteri kehutanan Ncrnsr P,6/Menhut-Ii12009 tentang

Pernbentukan Wrlayah Kesatuan Pengeiniaan Hutan;

14. peraturan Menteri Kehutanan Nomar P.42/rn*nhui-1112$1fi tentang

Sistem Perencanaan Kehutanar: ;

15. Peraturan Fle*teri Kehutanan hJamar P.4glMenhut-1I12011 tentang

Rencana Kehutanan -]-ingkat Nasional (RffN) Tahun 2011-2030;

16" peraturan Menteri Kehutanan Nomor P, Ulvtenhr:t{I/2012 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan irlomcr

P,20/MenLi-lK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan

Pengelolaan Hutan;

18" Peraturan lolenteri Lingkungan l-lidup dan Kehutanan Nornor

P.9S/MENLHK/SrTIEN/KUM.ulrl20l"s tentang Tata Cara Penyusunan

Penilaian dan ile rEesahan Rencana li:iiE*iolaan Hutan Kesaiuan
pengeloaan Hutan t-inCung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Praduksi.

I 19. Perat urunT**{'./l
,{

I



1-9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ncmor
p.SUMENLHIVS$ilEN/KUM.U10/2016 tentang Kerjasarna Penggunaan

dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan

Pangan.

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

F. B3lM EN LH lqsril ENI KU M. U 1 0/20 16 tentang Perhutana n sosial.

21" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
p.4Sll,lfNLHVSEIl ENIKUM, U912017 tentang Kerjasama Pemanfaatan

Hutan Pada Kesatuan Fengelolaan Hutan.

22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK'674/Menhut-II12011 tanggal

1 Desember 2011 tentang Penetapan wllayah Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung (KPHL) Jan Kesatuan Pengelalaan Hutan Produksi

(KPHP) Provirisi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) seluas

414.646,L2 Ha.

23. peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.6/PHPLJKPHPIHPL.0I4/20L7 tanggal 28 April 2017 tentang Penilaian

Kinerja pengelolaan Hutan Pr*duksi Lestari Pada Kesatuan Pengelolaan

llutan Produksi.

24. peraturan DireKur Jenderal Pengelolaan Hutan Praduksi l-estari l*omor

?.7!?fr?L/5rr/312016 tanggal 1 Maret 2*16 tentang Pedoman

Penyusunan, Penilaran, Pengesahan dan Felaporan Reneana

Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan

Produksi.

upT KpH Nunukan Dinas Kehutanan Fravinsi Kalimantan

5?21*LClN.ZlDlshut tanggal 30 -lanurari 2018 perihal

penllaian dokumen tata hutan dan RPHIP KPH Nunukan

\lemperhatikan : L. Surat Kepala
Utara Ns.
Permohonan
Unit IV.

2,

J"

Hesil Veriflkasi dan Vaiidasi terhadap Datalinformasi sefta Dokumentasl

Pendukung RpHiP KPHP Unii IV Nunukan Pada LJPTD KPH Nunukaii,

oleh Tim Verifikasi dan Vaiidasi tanggai 21 Februari 201"8 sesuai

Undangan Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi No'

uN.BslkPH P/PKPHPIH ?L.0 l?ftAtg hngga I 14 Februari 2CI18.

Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 5221911/

iLI/DISHUT tanggal 03 Desember 20L8 perihal Penyarnpaian dokunren

R.pl-{lP KPHP Unit IV Nunukan Pada IJPTD KPH Nunukan'

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN T4ENTFRI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG

PENGTSAHATU RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KESATUAN PENGTLOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) t"lNIT IV Ni-INUKAN

I}ADA UFTD KPH NUI\JUKAN, PROVINSI KALTTANTAN UTARA PERIC;F

TAI-iuN 2019 - 2028.

KESATU ,./"{
/l

t ienetapkan

'e-.'-"r l



Mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

IV Nunukan Pada UPTD KPH Nunukan, Provinsi

416.953,40 hekar dengan rineian sebagai i:erikut :

Panjang (RPHIP) KPHP Unit
Kalimantan Utara seluas t-

iEDUA 1" Rencana kegiatan strategis pada Wilayah Tertentu dalam RPHIP KPHP Unit

iV ,riu*ukan Pada UPiD KPIJ Nunukan, Prcvinsi Kalimantan Utara seluas *
50.793,13 hektar dengan rincian sebagai berikut I

Bllk KPHP

lclranf2 =t: rr

PeRianiaatan Kavrasan

-,:umiah I 5.159,00 tra op

7. Rencana Arahan Pemberdayaan Masyarakat antara lain meliputi :

e. pengembangan dan pendampingan perhutanan sasiai meliput! fasilitasi

penguetan kelembagaan, pelatihan dan peningkatan kampeiensi SDl4

rnasyarakat.

b. Kemitraan kehutanan dalam pengelolaan wilayah tertentu antara KPH

cengan masyarakat.

c. Fasilitasi kernitraan antara masyarakat dengan para pemegairg

IUPHHKIHA/HT dan IPPKH dalarn pengembangan dan peningkatan
penerimaan pendapatan masyarakat melalui pengeloiaan HHBK dan
jasa lingkungan.

d" Peningkatan kapasitas keiembagaan masyarakat dan pengembangan

program ketahanan Pangan.

3" R.eneana kegiatan rehabiiitasi hutan tahun 201? sld 2028 pada wiiayah

areal kerja KPH di luar izin pada lahan kritis untuk tahap pe*ama sefuas

200 ha dan pembinaanlpemantauan rehabilitasi/reklamasi pada I unit

pemegang izin UPHHK-HA/HT dan pada 4 unil pemegang IPPKH.

Reneana kegiatan secara rinci tereantum dalam buku RPHIP KPHP Unit IV
Nunl,r.an Pada UPTD KPH liL:nukan, Provinsi Kalirr:r:tan Utara beserta p:la
ianrplrai'rirya dan merupakat, *aEian yang tidak tei'pisahran dari keput'.rsan ini;

KTTMPAJ {i
/.*\

Ne. Bio< KFHP Funqsi Hutan {ha) iumlah
L.li HPT HP }.IPK

1 Blok Inti ?1 A<Q 71 31,668,71

2 Pemanfaatan 5.i)v,uJ 5.159,S0

3 Pen:anfaatan Kalvas3.t
(f{i-iBK,,rasiinq, \'Jisete)

18. i97,/+il 27.302,50 ,{5,499,98

I Penranfaatan HHK-|iA 75.891,76 105.826,95 181.718,71.

5 Penranfaatan HHK-HT 6.3C5,50 i)4,358,81 i00.675,42

o Pemberdayaan l'lasyarakat )-7 
^1 35.602,9C 14.543,06 5CI,173,C1.

7 Periindunqan 1? 1 0F. 1,/lo,or 2.*18,57

iunlah 36,927,71 100,751,45 284.827,87 1.4.543,0s 416.953,4$

,ffiGA

'{ilSATIJ



- EMPAT

.,TLIMA

.,:Ir\iAM

Pemanfaatan hutan dalam areal KPHP Unit IV Nunukan Fada UPTD KPH

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dilakukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku"

Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam

keputusan ini, Aikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka v-vaktu 10

{sepuluh) tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2028, dengan ketentuan

ipabila di kemudian hari terdapat [ekeliruan dalam penetapan ini, rr:aka segala

sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : IAKARTA
Pada {anggal : 19 }bbnrari 2019

An, MENTERI LiNGKUNGAN HIDUP
DAN KEi-'UTANAN
DIREKTiJR KESATUAN PENGILOI-AAN HUTAN

PRCDUKSI,

Ir. DRASOSPOUN0, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

Saiinan Keputusan ini disarnpaikan kepada Yth. :

i, Henteri Lingkungan l-tldup dan Kehutanan;

Z. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3" Inspektur lenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

q. Direktur -lenderallKalacjan lingkup Kemenier,ari Llngkungan Hidup dan Kehutanan;

5" Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Lttara;

6" Kepala BPI-iP Wilayah XI Samarainda;

7. Kepala BPKH WilaYah IV Samarinda;

L Kepala KPHP Unit IV irlunukan Pada UPTD KPH Nunukan'


